
 

 
 

 
 

 
 

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS 
NOMOR :   02 TAHUN 2012 

 

TENTANG 
 

HARGA SATUAN REKLAME 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

BUPATI TANGGAMUS, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemungutan Pajak  
Reklame perlu ditetapkan harga satuan masing-masing    

objek pajak reklame sebagaimanan diamanatkan   dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus   Nomor   11   

Tahun   2011 tentang Pajak Reklame; 
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a tersebut 

diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga 
Satuan Reklame; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3209); 

 
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Pembentukan    

Daerah TK. II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah TK II 
Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3684); 

 
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Penyelesaian 

Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 40, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3684); 

 
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara  Republik  
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan    Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3987); 

 
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

 
 

 



  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan    Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 82,   Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara  Pemerintahan 
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4737); 

 
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah 
atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

 
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten  Tanggamus 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 

Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanggamus Nomor 13); 
 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 
Nomor 48); 

 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11  Tahun 
2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanggamus Tahun 2011 Nomor 66); 



      

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN REKLAME. 
 

Pasal 1 
 

Harga satuan reklame ditetapkan sebagai berikut: 
a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya Rp. 45.000,- /m2 

b. Reklame kain Rp. 20.000,-/m2; 

c. Reklame melekat, stiker Rp. 15.000,-/m2; 
d. Reklame selebaran Rp. 15.000,-/m2; 

e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan Rp. 45.000,-/m2 
 

Pasal 2 
 

Harga satuan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga 

patokan yang dijadikan dasar dalam penetapan pajak reklame. 
 

Pasal 3 
 

Harga satuan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ini selanjutnya akan 
ditinjau berdasarkan perkembangan harga yang berlaku dipasaran di wilayah 

Kabupaten Tanggamus. 

 
Pasal 4 

 
Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan sepanjang 

mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 
Pasal 5  

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus. 

 
Ditetapkan di Kota Agung 

pada tanggal 10 Januari 2012 
 

BUPATI TANGGAMUS, 

 
 

 
BAMBANG KURNIAWAN 

 
 

 

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 10 Januari 2012 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, 

 
 

 
 

               GUNAWAN TARWIN WIYATNA 

LEMBARAN DAERAH KABUPTEN TANGGAMUS TAHUN 2012 NOMOR 165 


